




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN PADA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI 
 
I Made Wiarse 
Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako 
 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the implementation of youth policy at the 
Department of Youth and Sports of Central Sulawesi Province. Research location at the Office of 
the Department of Youth and Sports of Central Sulawesi Province. The selection of informants 
using Purposive is the technique of determining informants with certain considerations by setting 5 
informants. Data is collected through observation, interview, and documentation techniques. In 
this study researchers used the Milles Hubermen analysis approach technique. The results of the 
study are. 1. Communication, in policy implementation is very influential on the acceptance of 
policies by policy implementers and policy recipients, so that the quality of communication will 
influence in achieving the effectiveness of the implementation of the policy. In addition, based on 
indicators, namely transmission, clarity, consistency, it can be described that communication has 
proceeded well in supporting policy implementation by seeing meetings between policy 
implementers and policy recipients. 2. Resources, Resources are one of the variables that influence 
the success and failure of policy implementation such as human resources (staff), namely staff in 
inadequate categories. Budgetary resources (financial / financing, limited available funding causes 
constraints in a variety of appropriate and appropriate youth programs must be limited, funding in 
the category is inadequate, even though there has been information and no abuse of authority. 
Supporting facilities and infrastructure facilities in the category inadequate 3. Disposition by the 
Department of Youth and Sports of Central Sulawesi Province in the context of implementing 
policies based on observations and interviews shows that the disposition has proceeded as it 
should.4 The structure of the bureaucracy implemented in the implementation of the policy has 
been running well because of many influencing it works well like SOP and fragmentation. 





Suatu negara yang tangguh salah satunya 
dapat dilihat dari sosok pemudanya. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemuda adalah salah satu 
pilar yang dibutuhkan untuk membangun 
negara yang tangguh. Meskipun bukan satu 
satunya, keterlibatan pemuda sebagai agen 
perubahan (agent of changes) dalam 
masyarakat dirasakan sangat strategis. 
Generasi muda mempunyai peran penting 
sebagai seorang revolusioner sosial di tengah-
tengah masyarakat karena pemuda dianggap 
mempunyai kemampuan yang lebih, semangat 
besar, daya saing yang tinggi dan daya pikir 
yang cepat serta fisik yang masih gesit. 
Dalam catatan sejarah Republik 
Indonesia, pemuda memainkan peranan 
penting dalam setiap etape sejarah bangsa. 
Dimulai dari 20 Mei 1908 dengan didirikannya 
Perhimpunan Nasional Indonesia yang 
dipelopori oleh pemuda stovia dengan tujuan 
memajukan pengajaran, teknik dan industri 
sehingga dikenal dengan sebagi hari 
Kebangkitan Nasional. Berikut pada tanggal 
28 Oktober 1928 diikrarkannya Sumpah 
Pemuda sebagai pernyataan lahirnya bangsa 
dan kebangsaan indonesia oleh organisasi 
pemuda (Jong Java, Jong Sumatra, Jong 
Ambon, Jong Celebes dll) selanjutnya tanggal 
17 Agustus 1945 pernyataan kemerdekaan 
Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta yang 
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tidak lepas dari peran pemuda hingga tuntutan 
reformasi diakhir tahun 1998 yang 
menggulingkan pemerintahan orde baru. 
Keberadaan pemuda di Indonesia 
sesungguhnya dapat menjadi aset 
yang berharga bagi masa depan bangsa ini ke 
arah yang lebih baik dan mampu berdiri sejajar 
dengan bangsa lain dalam segala bidang, 
perkembangan menuju kedewasaan pada diri 
pemuda pada dasarnya mengarah pada arah 
yang positif dan memerlukan perhatian, 
bimbingan dan arahan dari berbagai pihak 
sehingga permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh pemuda saat ini dapat diatasi 
secara berkala. Salah satunya melalui 
pengembangan berbagai potensi positif yang 
dimiliki para pemuda seperti bakat, 
kemampuan dan minat sangatlah diperlukan 
supaya lebih bermanfaat bagi dirinya maupun 
lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya salah 
satu upaya penanganan masalah tersebut tidak 
hanya sebatas tanggung jawab masyarakat 
semata tetapi tanggung jawab masyarakat 
bersama pemerintah melalui suatu kebijakan 
yang tepat.  
Berdasarkan hal tersebut dalam hal 
Miftachul Huda (2009:86) mengemukakan 
bahwa : 
Secara normatif negara bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan warganya 
oleh sebab itu negara bertanggung jawab 
untuk memberikan perlindungan terhadap 
warganya melalui kebijakan sosial. 
Intervensi pemerintah dalam hal ini adalah 
sebagai penyedia kebutuhan atau 
fasilitator dalam program program atau 
kegiatan yang sifatnya meningkatkan 
kemampuan dan kualitas masyarakat, 
salah satunya melalui kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. 
Keberhasilan dari implementasi 
kebijakan kepemudaan ini akan sangat berarti 
bagi keberlangsungan pembangunan 
kepemudaan. Terlebih seiring dengan 
maraknya permalahan pemuda maka kebijakan 
kepemudaan diharapkan dapat mengentaskan 
pemuda dari berbagai permasalahan. Namun 
yang menjadi persoalan adalah di antara 
stakeholder kepemudaan tersebut belum 
terjalin sinergi dan koordinasi yang optimal. 
Tidak adanya sinergi antar instansi pemerintah 
akan menimbulkan tumpang tindih program, 
kegiatan, dan sasaran. Sehingga selama ini 
implementasi kebijakan terhadap kepemudaan 
belum memberikan dampak yang signifkan 
bagi pemuda. Jika ditinjau secara nasional, 
telah terdapat kebijakan pemuda yang telah 
menjadi kebijakan berskala nasional dan telah 
memiliki kejelasan arah kebijakan melalui 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 
40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pada 
undang undang tersebut telah menegaskan 
bahwa “Dalam pembaruan dan pembangunan 
bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran 
yang sangat strategis sehingga perlu 
dikembangkan potensi dan perannya melalui 
penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan sebagai bagian dari 
pembangunan nasional”  
Membuat kebijakan publik mengenai 
kepemudaan merupkan salah satu langkah 
awal pemerintah dalam mengupayakan 
penyelesaian permasalahan kepemudaan, 
apabila sebelumnya belum terdapat undang-
undang khusus mengatur eksistensi pemuda 
maka dengan adanya Undang – Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 
Tentang Kepemudaan memberikan garis besar 
melingkupi kepastian hukum apa yang harus 
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat terhadap eksisitensi pemuda. 
Kebijakan pemerintah yang berupa 
undang undang merupakan keputusan yang 
diambil untuk mempertimbangkan kondisi 
yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu 
dilakukan pemerintah maupun belum 
dilakukannya kebijakan tersebut.  Dimana 
dalam melaksanakan kebijakan pemerintah 
dengan melihat kondisi suatu daerah, Sehingga 
kebijakan tersebut sangat penting dilakukan 
didasari oleh peraturan perundang-undang 
yang  berlaku. Keputusan ini dilakukan karena 
mempunyai dasar hukum yang kuat untuk 
melaksanakan kebijakan yang sudah 




direncanakan sebelumnya sesuai harapan dan 
tujuan yang akan dicapai oleh suatu daerah. 
Oleh karena itu secara konstitusi, adanya 
undang-undang tersebut maka kebijakan 
kepemudaan jika di implementasikan pada 
suatu daerah memiliki landasan hukum yang 
kuat. Artinya, kebijakan kepemudaan ini wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui 
suatu implementasi kebijakan, karena 
kebijakan tersebut implementasinya sifatnya 
mengikat mulai dari pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, sampai dengan 
pemerintah kabupaten/kota, termasuk amanat 
untuk menjalin kemitraan dan sinergi dengan 
pihak lain dalam pengembangan kepemudaan. 
Pada tingkat daerah khususnya di daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan 
kepemudaan belum dirumuskan secara lebih 
operasional yang mengacu pada kebutuhan 
daerah dan ketentuan dari kebijakan di tingkat 
nasional, hal inilah pada akhirnya menjadi 
faktor penghambat dalam 
mengimplemetasikan kebijakan kepemudaan 
yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. 
Realitas di lapangan menunjukkan pada 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi 
Tengah masih begitu banyak program 
kepemudaan yang belum terimplementasikan 
dengan baik, hal ini disebabkan oleh belum 
memadainya besaran anggaran yang 
diperuntukkan bagi program kepemudaan baik 
itu yang bersumber dari anggaran pusat dan 
anggaran daerah dalam menunjang berbagai 
program organisasi kepemudaan yang terdapat 
di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga 
memberikan dampak pada berbagai program 
kepemudaan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah belum 
menyentuh secara keseluruhan kepada 
berbagai organisasi kepemudaan tersebut. Hal 
inilah yang menyebabkan belum 
terimplementasinya Undang - Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 
Tentang Kepemudaan di Provinsi Sulawesi 
Tengah secara optimal. 
METODE  
 
Dalam menganalisis data penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu untuk 
menggambarkan keadaan atau fenomena 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana nyata, maka dalam menganalisis 
data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji 
statistik, melainkan analisis non statistik sesuai 
dengan penelitian deskriptif. 
Penelitian kualitatif merupakan 
rangkaian kegiatan atau proses menjaring 
informasi dari kondisi sewajarnya dalam 
kehidupan suatu obyek yang dihubungkan 
dengan pemecahan suatu masalah baik dari 
sudut pandangan teoritis maupun praktis 
sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif 
karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai 
generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui 
pengumpulan data yang bersifat khusus. 
Penelitian kualitatif di mulai dengan 
pengumpulan informasi-informasi dalam 
situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi 
suatu generalisasi yang dapat diterima oleh 
akal sehat (common sense) manusia. Masalah 
yang akan diungkapkan dapat disiapkan 
sebelum pengumpulan data (informasi) akan 
tetapi mungkin saja berkembang dan berubah 
selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan 
demikian data (informasi) yang dikumpulkan 
terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat 
yang tertulis dan tingkah laku atau kegiatan 
yang tampak. Informasi itu dipelajari dan 
ditafsirkan dengan usaha memahami 
maknanya sesuai dengan sudut pandangan 
sumber datanya. Makna informasi-informasi 
yang bersifat khusus itu dalam bentuk teoritis 
melalui proses penelitian kualitatif tidak 
mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, 
tidak sekedar untuk kepentingan-kepentingan 
praktis. Penentuan informan pada penelitian 
ini dilakukan dengan teknik Purposive yaitu 
pemilihan informan dipilih secara sengaja 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan 
ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 
Informan penelitian berjumlah 5 orang. Teknik 
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pengumpulan data melalui pengamatan, 
wawancara dokumentasi. Sesuai dengan jenis 
penelitian, maka peneliti menggunakan model 
interaktif dari Miles, Huberman  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Gambaran dalam pembahasan penelitian 
ini yang menyangkut implementasi kebijakan 
kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Sulawesi Tengah yang diungkapkan 
oleh Edward III bahwa implementasi 
kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, 




Pada umumnya dalam sebuah organisasi 
baik organisasi pemerintah maupun organisasi 
swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai 
alat untuk menjalin dan mengembangkan 
hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah 
jaringan kerja yang dapat membangun 
kepercayaan antara individu atau kelompok 
agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi 
tersebut tercapai dengan baik. Komunikasi 
dalam hal ini merupakan keterampilan yang 
sangat penting dalam implementasi kebijakan, 
dimana dapat kita lihat komunikasi dapat 
terjadi pada setiap pelaksana kebijakan dan 
penerima kebijakan.  
Komunikasi diperlukan untuk 
memberikan pemahaman kepada pelaksana 
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, 
sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa 
termotivasi untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 
Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang 
efektif maka dapat ditemukan berbagai macam 
kendala-kendala yang menjadi penghambat, 
untuk kemudian berusaha menemukan 
alternatif-alternatif pemecahan terhadap 
kendala-kendala tersebut.  
Pada dasarnya komunikasi dalam 
implementasi kebijakan kepemudaan pada 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi 
Tengah merupakan suatu proses, mempunyai 
persamaan dengan bagaimana 
mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang 
berlawanan (kontradiktif) dan hal-hal yang 
sejalan (selaras, serasi) serta meliputi proses 
menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan 
informasi. Menurut Edward III terdapat tiga 
indikator yang dapat digunakan dalam 
mengkur keberhasilan variabel komunikasi 
yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi 
 
2. Sumberi-Sumber Daya 
Bagaimana unit kerja pemerintah 
(agencies) mendapatkan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mengimplementasikan 
kebijakan penanganan penyandang difabel 
yang meliputi sumber daya staf, sumber daya 
finansial atau pembiayaan, informasi dan 
kewenangan, kriteria perolehan sumber daya 
yang disebutkan itu hendaknya dapat 
memenuhi pencapaian tujuan dan hasil dari 
kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan 
sumber daya untuk melaksanakan, maka 
implementasi kebijakan tidak akan berjalan 
efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud 
sumber daya manusia (Staf), dan sumber daya 
financial atau pembiayaan, Informasi dan 
kewenangan, fasilitas.  
Sumber daya dalam hal ini merupakan 
faktor penting dalam implementasi kebijakan 
agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan 
hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 
pada informan H Mardiansyah (Sekretaris 
DISPORA Prov Sulteng) yang menyatakan 
bahwa: 
Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan 
belum cukup memadai dalam proses 
penerapannya. Selain itu keterbatasan 
anggaran yang dimiliki Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah juga yang 
menjadi kendala dari implementasi kebijakan 
tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 27 
Desember 2017 di Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah) 




Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa sumber daya begitu berperan dan 
implementasi kebijakan, adanya keterkaitan 
antara sumber daya dengan implementasi 
kebijakan peneliti ungkapkan melalui 
Indikator-indikator yang digunakan untuk 
melihat sejauhmana sumberdaya 
mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri 




Disposisi adalah watak atau karakteristik 
yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, 
disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan 
sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan 
mempunyai karakteristik atau watak yang 
baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan 
dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan 
keinginan pembuat kebijakan. Besar 
kemungkinan dengan sikap respek yang baik 
oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari 
kebijakan dapat tercapai secara optimal dan 
memuaskan.  
Dalam penelitian ini kecenderungan 
pelaksana kebijakan dapat dilihat dari 
beberapa aspek antara lain dari program-
program yang direncanakan dan yang 
direalisasikan dan umpan balik dari penerima 
kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan 
tersebut. Hal - hal tersebut cukup dapat 
merefleksikan perilaku pelaksana dalam 
rangka melaksanakan kebijakan. Pandangan 
informan Ida Basir (Kasie Pemberdayaan 
Pemuda DISPORA Prov Sulteng) yang 
menyatakan bahwa :  
Memang terdapat berbagai kebijakan dalam 
bentuk program yang dilakukan oleh Dinas 
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi 
Tengah tetapi program tersebut belum 
sepenuhnya menyentuh seluruh organisasi 
kepemudaan. (Hasil wawancara pada tanggal 
21 Oktober 2017 di Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah) 
Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan, 
ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan 
oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen 
atas program tersebut, kejujuran, serta 
mengembangkan sifat demokratis. Hasil 
wawancara dengan informan Jatimi (Kasie 
Kepeloporan Pemuda DISPORA Prov 
Sulteng) yang berpendapat bahwa: 
Keberhasilan kebijakan, tergantung pelaksana 
kebijakan yang harus punya komitmen, jangan 
cari untung, dia harus jujur atas apa yang 
dilakukannya, dan mau mendengarkan saran-
saran. (Wawancara pada tanggal 4 November 
2017 di Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi 
Sulawesi Tengah) 
Selain itu berdasarkan hasil wawancara 
dengan informan Talib (PPMI) menyatakan 
bahwa :  
Menurut pandangan saya yang dibutuhkan 
agar kebijakan tersebut berhasil 
terimplementasikan, maka pelaksana 
kebijakan harus bersungguh sungguh 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan ini dapat 
dilihat dari perilaku mereka pada saat 
melaksanakan tugas dan fungsinya dan 
menurut saya perilaku pelaksana kebijakan 
cukup baik. (Hasil wawancara pada tanggal 
13 Oktober 2017) 
Sedangkan hasil wawancara yang 
dilakukan dengan informan Alfred S Kumuwal 
(Kasie Kepempinan Pemuda DISPORA Prov 
Sulteng) menggambarkan bahwa: 
Para pelaksana kebijakan di lapangan yang 
ada sekarang ini dilihat dari aspek karakter 
atau perilaku yang ditampilkan ketika 
memberikan pelayanan bagi penerima 
kebijakan dirasakan oleh penerima kebijakan 
telah berjalan sebagai mana mestinya, artinya 
pelaksana kebijakan minimal 
mempertahankan perilakunya. (Hasil 
wawancara pada tanggal 3 Desember 2017 di 
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi 
Sulawesi Tengah) 
Pandangan tersebut pada dasarnya 
memberikan indikasi bahwa pelaksana 
kebijakan dalam implementasi kebijakan 
setidaknya perlu memperhatikan aspek sikap 
dan perilaku karena dengan sikap dan perilaku 
yang dapat menimbulkan perilaku yang 
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beribawa, bukan sebaliknya menampilkan 
sikap arogan, perilaku yang mempunyai 
kewenangan, sikap kurang perhatian terhadap 
masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan 
tidak dapat meningkatkan kewibawaan dimata 
masyarakat melainkan dengan sikap dan 
perilaku kerja yang profesional dan tidak 
diskriminasi dalam menerapkan kebijakan 
akan mendapatkan perhatian dan penghargaan 
dari masyarakat.  
 
4. Struktur Birokrasi 
Salah satu variabel yang dianggap 
penting dalam proses diagnosis organisasi bagi 
pengembangannya adalah mendiagnosis 
struktur birokrasi. Dengan kata lain, apakah 
struktur birokrasi secara internal yang 
dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan 
organisasi atau struktur organisasi tidak sesuai 
dengan tujuannya, ini berarti antara struktur 
birokrasi dan tujuan tidak selaras. 
Implementasi kebijakan yang bersifat 
kompleks yang menuntut adanya kerjasama 
banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak 
kondusif terhadap implementasi suatu 
kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 
ketidakefektifan dan menghambat jalannya 
pelaksanaan kebijakan. 
Berdasakan penjelasan di atas, maka 
memahami struktur birokrasi merupakan 
faktor yang fundamental untuk mengkaji 
implementasi kebijakan. Terdapat dua 
karakteristik utama dari struktur birokrasi 
yakni: Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dan fragmentasi. 
a. Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Standar Operasional Prosedur atau SOP 
merupakan perkembangan dari tuntutan 
internal akan kepastian waktu, sumber daya 
serta kebutuhan penyeragaman dalam 
organisasi kerja yang kompleks dan luas. 
Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini 
biasa digunakan untuk menanggulangi 
keadaan-keadaan umum diberbagai sektor 
publik dan swasta. Dengan menggunakan 
SOP, para pelaksana kebijakan dapat 
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan 
dapat berfungsi untuk menyeragamkan 
tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi 
yang kompleks dan tersebar luas, sehingga 
dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar 
dan kesamaan yang besar dalam penerapan 
peraturan.  
Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi 
dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk 
mengetahui dengan jelas peran dan fungsi 
pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas 
alur tugas, wewenang dan tanggung jawab 
pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, 
keraguan, dan inefisiensi maka dalam 
implementasi kebijakan dibutuhkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Fungsi dari 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu 
memperlancar tugas pelaksana kebijakan, 
sebagai dasar hukum bila terjadi 
penyimpangan, mengetahui dengan jelas 
hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, 
mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-
sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan H Mardianyah (Sekretaris DISPORA 
Prov Sulteng) yang menyatakan bahwa: 
Setiap kebijakan itu jika dilaksanakan 
haruslah mempunyai dasar hukum, acuan atau 
mekanisme, sehingga hal tersebut menjadi 
pegangan bagi pelaksana kebijakan, hanya 
harapan saya kedepan bahwa pelaksana 
kebijakan di lapangan benar-benar memahami 
dari SOP tersebut. (Hasil wawancara pada 
tanggal 27 Desember 2017 di Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah) 
Dasar hukum dari implementasi 
kebijakan melalui Undang – undang Republik 
Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang 
Kepemudaan serta Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tengah Nomor 72   Tahun 2016 
Tentang Tugas, Fungsi  Dan  Tata  Kerja 
Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi dimana 
dengan adanya peraturan tersebut untuk 
menunjukkan metode atau mekanisme 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
secara sistimatis dan berlangsung terus 
menerus oleh Dinas Pemuda dan Olahraga 




Provinsi Sulawesi Tengah peraturan tersebut 
juga memberikan implikasi bahwa mekanisme 
di lakukan berdasarkan aturan atau tata kerja 
yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga 
dapat mengukur tingkat keberhasilan dari 
kebijakan tersebut.  
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang baik akan menjadi pedoman bagi 
pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi 
dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan 
diselesaikan secara konsisten, para pelaksana 
kebijakan akan lebih memiliki percaya diri 
dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai 
dalam setiap pekerjaan selain itu Standar 
Operasional Prosedur (SOP) juga bisa 
dipergunakan sebagai salah satu alat trainning 
dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja 
pelaksana kebijakan. Hasil wawancara dengan 
informan Ida Basir (Kasie Pemberdayaan 
Pemuda DISPORA Prov Sulteng) menjelaskan 
bahwa:  
Standar Operasional Prosedur (SOP) itu 
gunanya sebagai ukuran bagi kami untuk 
melaksanakan kebijakan, sehingga dari itu 
kami dapat mengevaluasi bahwa program 
tersebut apakah telah terlaksana dengan baik 
atau tidak dan setahuku selama ini kami 
melaksanakan tugas sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). (Hasil 
wawancara pada tanggal 21 Oktober 2017 di 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah) 
Lain halnya berdasarkan hasil 
wawancara informan Jatimi (Kasie 
Kepeloporan Pemuda DISPORA Prov 
Sulteng) yang menyatakan bahwa : 
Kalau menurut saya memang terdapat 
beberapa syarat atau aturan-aturan yang 
harus di penuhi, tapi semuanya masih wajar. 
(Hasil wawancara pada tanggal 4 November 
2017 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah) 
Keberadaan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sangat mungkin dapat menjadi 
kendala bagi implementasi kebijakan baru 
yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau 
tipe-tipe pelaksana kebijakan untuk 
melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. 
Dengan begitu berbagai kendala tersebut dapat 
diantisipasi melalui komunikasi yang intens 
dan informasi yang kontinyu yang diberikan 
pelaksana kebijakan di lapangan, hal ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 
Talib (PPMI) yang berpendapat bahwa: 
Sebelumnya telah terdapat sosialisasi dengan 
cara berkomunikasi dan memberikan 
informasi dengan jelas kepada penerima 
kebijakan tentang berbagai persyaratan, dan 
hal tersebut menurut saya tidak memberatkan. 
(Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Perlu diperhatikan bahwa semakin besar 
kebijakan membutuhkan perubahan dalam 
cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, 
semakin besar pula probabilitas Standar 
Operasional Prosedur (SOP) bisa saja 
menghambat implementasi. Namun demikian, 
di samping menghambat implementasi 
kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
juga mempunyai manfaat. Organisasi-
organisasi dengan prosedur-prosedur 
perencanaan yang luwes dan kontrol yang 
besar atas program yang bersifat fleksibel 
mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung 
jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi 
tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. 
b. Fragmentasi 
Fragmentasi merupakan penyebaran 
tanggung jawab suatu kebijakan kepada 
beberapa badan yang berbeda sehingga 
memerlukan koordinasi. Pada umumnya, 
semakin besar koordinasi yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan, semakin 
berkurang kemungkinan keberhasilan program 
atau kebijakan. Fragmentasi terkadang 
mengakibatkan pandangan-pandangan yang 
sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini 
akan menimbulkan konsekuensi pokok yang 
merugikan bagi keberhasilan implementasi 
kebijakan. Terdapat hambatan-hambatan yang 
terjadi dalam fregmentasi birokrasi 
berhubungan dengan implementasi kebijakan 
publik. Hasil wawancara dengan informan H 
Mardiansyah (Sekretaris DISPORA Prov 
Sulteng) yang berpandangan bahwa : 
134 Katalogis, Volume 7 Nomor 2 Juni 2019 hlm 127-136              ISSN: 2302-2019 
 
 
Ketika terdapat suatu program melibatkan 
beberapa organisasi terkadang terhambat jika 
koordinasi tidak berjalan dengan baik, 
sehingga dalam hal ini pihak Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, 
selalu berupaya untuk melakukan koordinasi 
secara optimal (Hasil wawancara pada 
tanggal 27 Desember 2017 di Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah) 
Kurangnya koordinasi bisa saja 
mengakibatkan prosedur kerja tidak jelas atau 
rumit sehingga hal tersebut dapat menjadi 
sumber inefesiensi. Prosedur demikian tidak 
hanya berakibat pada sulitnya melakukan 
koordinasi, akan tetapi juga kemungkinan 
terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas seperti tidak adanya uraian 
pekerjaan dan analisis pekerjaan di samping 
prosedur yang kadangkala berbelit-belit 
padahal dapat dibuat sederhana sehingga tidak 
mengganggu jalannya koordinasi. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan informan Alfred S 
Kumuwal (Kasie Kepemimpinan Pemuda 
DISPORA Prov Sulteng) diperoleh gambaran 
bahwa: 
Jika ingin program dapat berjalan efesien dan 
efektif prosedur kerja harus di sederhanakan 
kemudian melakuka koordinasi dengan 
instansi terkait yang melaksanakan kebijakan 
tersebut dan hal tersebut telah dilaksanakan. 
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 
2017 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah) 
Koordinasi merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Sulawesi Tengah  dengan instansi 
lainnya untuk saling memberikan informasi 
dan bersama mengatur atau menyepakati 
sesuatu, sehingga di satu sisi proses 
pelaksanaan kebijakan dan keberhasilannya 
yang satu tidak mengganggu proses 
pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak 
yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang 
satu langsung atau tidak langsung mendukung 
pihak yang lain. 
Berdasarkan aspek yang diteliti pada 
kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan 
telah berjalan secara baik karena banyak hal 
yang mengakibatkan berjalan secara baik 
seperti adanya Standar Operasional Prosedur 
(SOP) serta terdapat koordinasi pelaksana 
kebijakan sehingga mengahasilkan adanya 
kesepahaman dalam implementasi kebijakan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
  
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
implementasi kebijakan dapat dikatakan sudah 
cukup baik, namun ada beberapa hal yang 
masih perlu diperbaiki, hal ini bisa dilihat 
dari: 
1. Komunikasi, Komunikasi dalam 
implementasi kebijakan sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan kebijakan oleh 
pelaksana kebijakan dan penerima 
kebijakan, sehingga kualitas komunikasi 
akan mempengaruhi dalam mencapai 
efektivitas implementasi kebijakan tersebut. 
Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan 
melalui proses komunikasi yang baik akan 
mempengaruhi terhadap implementasi 
kebijakan. Selain itu berdasarkan indikator 
yaitu transmisi, kejelasan, kosistensi, maka 
dapat digambarkan komunikasi telah 
berjalan dengan baik dalam mendukung 
implementasi kebijakan dengan melihat 
adanya pertemuan pertemuan antar 
pelaksana kebijakan dengan penerima 
kebijakan. 
2. Sumber Daya, Sumber Daya merupakan 
salah satu variabel yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan implementasi 
kebijakan seperti sumber daya manusia 
(staf) dengan demikian sumber daya 
manusia dalam implementasi kebijakan 
harus cukup juga harus memiliki keahlian 
dan kemampuan sesuai dengan tugas 
pekerjaan yang ditanganinya sedangkan 
yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan 
yaitu staf belum memadai. Sumber daya 
anggaran (finansial/pembiayaan), 




merupakan sumber daya yang 
mempengaruhi implementasi setelah 
sumber daya manusia, terbatasnya 
pembiayaan yang tersedia memyebabkan 
hambatan dalam berbagai program 
kepemudaan yang sesuai dan tepat harus 
terbatas, pembiayaan dalam kategori belum 
memadai, walapun telah terdapat informasi 
dan tidak terjadinya penyalahgunaan 
kewenangan. Sumber daya fasilitas sarana 
dan prasarana pendukung dalam kategori 
belum memadai. 
3. Disposisi berbagai program telah dilakukan 
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara menunjukkan bahwa pada 
disposisi telah berjalan sebagai mana 
mestinya. 
4. Struktur Birokrasi yang dilaksanakan pada 
implementasi kebijakan telah berjalan 
secara baik karena banyak hal yang 
mempengaruhinya berjalan secara baik 
seperti SOP serta fragmentasi melalui 
adanya koordinasi pelaksana kebijakan 




1. Perlunya kajian yang kompherensif bagi 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah tentang sistem mutasi dan 
promosi staf pegawai di Dinas Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.  
2. Pengusulan bagi tambahan anggaran 
pembiayaan dalam implementasi kebijakan 
ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
khususnya Kementerian Pemuda dan 
Olahraga 
3. Perencanaan dan penetapan anggaran oleh 
Kementrian Pemuda dan Olahraga dan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah idealnya juga memperhatikan 
ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 
di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Sulawesi Tengah 
4. Peningkatan kerja sama bagi instansi terkait 
dalam penanganan kepemudaan dan 
peningkatan prestasi Olahraga oleh Dinas 
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